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BUPATI SUKABUMI

PERATURAN DAERAH KABUPATEN SUKABUMI
NOMOR 18 TAHUN 2013

TENTANG

PERUBAHAN ATAS PERATURAN DAERAH NOMOR 11 TAHUN 2010
TENTANG RENCANA PEMBANGUNAN JANGKA MENENGAH

KABUPATEN SUKABUMI TAHUN 2010-2015

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI SUKABUMI,

Menimbang : a. bahwa dengan telah diundangkannya Peraturan Daerah
Nomor 25 Tahun 2012 tentang Organisasi Perangkat
Daerah Pemerintah Kabupaten Sukabumi, untuk
mewujudkan perencanaan pembangunan daerah yang
sinergis dan terpadu maka Rencana Pembangunan
Jangka Menengah  Daerah (RPJMD) Kabupaten
Sukabumi Tahun 2010-2015 perlu disesuaikan;

b. bahwa berdasarkan Pasal 50 ayat (1) Peraturan
Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan,
Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi
Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah, dalam hal
terjadinya perubahan yang mendasar, rencana
pembangunan daerah dapat diubah;

c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana
dimaksud pada huruf a dan huruf b, perlu menetapkan
Peraturan Daerah tentang Perubahan Atas Peraturan
Daerah Nomor 11 Tahun 2010 tentang Rencana
Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten
Sukabumi Tahun 2010-2015;

Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara
Republik Indonesia Tahun 1945;



2. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang
Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten Dalam
Lingkungan Provinsi Djawa Barat (Berita Negara
Republik Indonesia tanggal 8 Agustus 1950)
sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang
Nomor 4 Tahun 1968 tentang Pembentukan
Kabupaten Purwakarta dan Kabupaten Subang dengan
mengubah Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1950
tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten
Dalam Lingkungan Provinsi Djawa Barat (Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 1968 Nomor 31,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 2851);

3. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang
Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);

4. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang
Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, TambahanLembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 4355);

5. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang
Pemeriksaan Pengelolaan Tanggungjawab Keuangan
Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2004 Nomor 66, TambahanLembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 4400);

6. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem
Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 4421);

7. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang
Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437)
sebagaimana telah beberapakali diubah terakhir
dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008
tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor
32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008
Nomor 59, TambahanLembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 4844);



8. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang
Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan
Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);

9. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang
Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional
Tahun 2005-2025 (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2007 Nomor 33, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4700);

10. Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 2006 tentang
Tata Cara Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan
Rencana Pembangunan (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2006 Nomor 96, TambahanLembaran
Negara Republik Indonesia 4663);

11. Peraturan Pemerintah Nomor 40 Tahun 2006 tentang
Tata Cara Penyusunan Rencana Pembangunan
Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun
2006 Nomor 97, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 4664);

12. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang
Pembagian Urusan Pemerintahan Antara Pemerintah,
Pemerintahan Daerah Provinsi, dan Pemerintahan
Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia 4737);

13. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang
Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan
Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008
Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia 4817);

14. Peraturan Pemerintah Nomor 26 Tahun 2008 tentang
Rencana Tata Ruang Wilayah Nasional (RTRWN)
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008
Nomor 48, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 4833);

15. Peraturan Presiden Nomor  5  Tahun 2010 tentang
Rencana Pembangunan Menengah Nasional
Tahun 2009-2014;



16. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 54 Tahun 2010
tentang Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 8
Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan,
Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana
Pembangunan Daerah;

17. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Barat Nomor 2
Tahun 2008 tentang Rencana Pembangunan Jangka
Menengah Daerah Provinsi Jawa Barat Tahun 2008-
2025 (Lembaran Daerah Provinsi Jawa Barat Tahun
2009 Nomor 2 Seri E, Tambahan Lembaran Daerah
Provinsi Jawa Barat Nomor 60);

18. Peraturan Daerah Nomor 17 Tahun 2007 tentang
Urusan Pemerintahan yang Menjadi Kewenangan
Pemerintahan Daerah Kabupaten Sukabumi
(Lembaran Daerah Kabupaten Sukabumi Tahun 2007
Nomor 1);

19. Peraturan Daerah Nomor  13  Tahun 2009 tentang
Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah
Kabupaten Sukabumi Tahun 2005-2025 (Lembaran
Daerah Kabupaten Sukabumi Tahun 2009 Nomor 13) ;

20. Peraturan Daerah Nomor 11 Tahun 2010 tentang
Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah
Kabupaten Sukabumi Tahun 2010-2015 (Lembaran
Daerah Kabupaten Sukabumi Tahun 2010 Nomor 11) ;

21. Peraturan Daerah Nomor 22 Tahun 2012 tentang
Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Sukabumi
Tahun 2012-2032 (Lembaran Daerah Kabupaten
Sukabumi Tahun 2012 Nomor 22) ;

22. Peraturan Daerah Nomor 25 Tahun 2012 tentang
Organisasi Perangkat Daerah Pemerintah Kabupaten
Sukabumi (Lembaran Daerah Kabupaten Sukabumi
Tahun 2012 Nomor 25, Tambahan Lembaran Daerah
Kabupaten Sukabumi Nomor 21);

Dengan Persetujuan Bersama

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN SUKABUMI
dan

BUPATI SUKABUMI



MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN DAERAH KABUPATEN SUKABUMI TENTANG
PERUBAHAN ATAS PERATURAN DAERAH NOMOR 11
TAHUN 2010 TENTANG RENCANA PEMBANGUNAN
JANGKA MENENGAH DAERAH KABUPATEN SUKABUMI
TAHUN 2010-2015.

Pasal I
Beberapa ketentuan dalam Peraturan Daerah Nomor 11 Tahun 2010

tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten

Sukabumi Tahun 2010-2015 (Lembaran Daerah Kabupaten Sukabumi

Tahun 2010 Nomor 11) diubah sebagai berikut :

1. Ketentuan Pasal 4 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut :

Pasal 4

RPJM Daerah disusun berdasarkan sistematika sebagai berikut :

BAB I PENDAHULUAN

Memuat Latar Belakang, Dasar Hukum Penyusunan,

Hubungan Antar Dokumen, Sistematika Penulisan, Maksud

dan Tujuan.

BAB II Gambaran Umum Kondisi Daerah

Memuat Aspek Geografi dan Demografi,  Aspek Kesejahteraan

Masyarakat, Aspek Pelayanan Umum, Aspek Daya Saing

Daerah.

BAB III Gambaran Pengelolaan Keuangan Daerah

Memuat Kinerja Keuangan Masa Lalu, Kebijakan Pengelolaan

Keuangan Masa Lalu, Kerangka Pendanaan

BAB IV Analisis Isu-Isu Strategis

Memuat Permasalahan Pembangunan dan Isu Strategis



BAB V Penyajian Visi, Misi, Tujuan, dan Sasaran

Memuat Visi, Misi, Tujuan dan Sasaran

BAB VI Strategi dan Arah Kebijakan

Memuat dan menjelaskan strategi yang dipilih dalam mencapai

tujuan dan sasaran serta arah kebijakan dari setiap strategi

yang terpilih.

BAB VII Kebijakan Umum dan Program Pembangunan Daerah

Dalam bagian ini diuraikan hubungan antara kebijakan umum

yang berisi arah kebijakan pembangunan berdasarkan strategi

yang dipilih dengan target capaian indikator kinerja. Dalam

kaitan ini, dijelaskan tentang hubungan antara program

pembangunan daerah dengan indikator kinerja.

BAB VIII Indikasi Rencana Program Prioritas yang Disertai Kebutuhan

Pendanaan

Menyajikan indikasi rencana program prioritas yang disertai

kebutuhan pendanaan

BAB IX Penetapan Indikator Kinerja Daerah

Memuat indikator kinerja daerah yang bertujuan untuk

memberi gambaran tentang ukuran keberhasilan pencapaian

visi dan misi.

BAB X Pedoman Transisi dan Kaidah Pelaksanaan

Menjelaskan pedoman transisi pada tahun 2014 dan 2015,

prinsip-prinsip dasar pelaksanaan RPJM Daerah serta kaidah

pelaksanaannya.

BAB XI Penutup



2. Ketentuan Pasal 5 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut :

Pasal 5

Isi beserta uraian RPJM Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4

tercantum dalam Lampiran, sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari

Peraturan Daerah ini.

Pasal II

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan

Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten

Sukabumi.

Ditetapkan di Palabuhanratu
pada tanggal 17 Desember 2013

BUPATI SUKABUMI,

ttd

SUKMAWIJAYA

Diundangkan di  Palabuhanratu
pada tanggal 17 Desember 2013
SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN SUKABUMI,

ttd

ADJO SARDJONO

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN SUKABUMI TAHUN 2013 NOMOR 18


